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Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pembelajaran Kebijakan pada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

yang secara spesifik dikhususkan pada daerah 3 T (Terluar, Tertinggal, 

dan Terpencil). Metode peneltian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan metode kajian pustaka. Analisis data meliputi 

tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Diperlukan 

kebijakan yang afirmatif dalam pemberian kesejahteraan bagi ASN 

(Aparatur Sipil Negara) di daerah 3T dalam mendukung agenda 

peningkatan pelayanan publik di tengah keterbatasan. Kemudian 

analisis pembelajaran kebijakan pada level mikro, aktor dan 

implementasi kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial. Pada level 

meso, pembelajaran kebijakan bertumpu pada peran sains dan 

pengetahuan. Dan pada level makro, yang mengutamakan pendekatan 

sistem dan lintasan kebijakan. 

ABSTRACT  

This article aims to analyze Policy Learning in Law Number 5 of 2014 

concerning State Civil Apparatus, which is specifically devoted to the 

3 T regions (Outermost, Disadvantaged, and Remote). The research 

method used is descriptive qualitative with a literature review method. 

Data analysis includes data reduction, data presentation, verification, 

and conclusion. The study results in show that affirmative policies are 

needed in providing welfare for ASN (State Civil Servants) in the 3T 

areas in supporting the agenda of improving public services amidst 

limitations. Then the analysis of policy learning at the micro level, 

actors, and policy implementation refers to social configurations. At the 

meso level, policy learning relies on the role of science and knowledge. 

And at the macro level, prioritizing a systems approach and policy 

trajectory.  
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1. PENDAHULUAN 

Paradigma baru manajemen publik saat ini adalah berorientasi pada persepsi sebagai 

organisasi publik dituntut seperti kinerja organisasi profit. Organisasi publik telah menekankan 

pelayanan kepada masyarakat dalam konsep manajemen publik yang baru, dan pemimpin birokrasi 

dianggap sebagaimana pemimpin perusahaan. Peningkatan ditujukan untuk produktivitas dan 

mencari alternatif atau cara pelayanan yang tersedia berdasarkan perspektif ekonomi. Pemimpin 

organisasi publik didorong untuk meningkatkan dan mewujudkan akuntabilitas publik, 

meningkatkan kinerja, restrukturisasi, kelembagaan birokrasi publik, mendefinisikan kembali misi 

organisasi, prosedur birokrasi, dan mendesentralisasikan proses pengembalian kebijakan (Peters & 

Peters, 2018). 

Organisasi publik yang dioperasikan dengan paradigma baru manajemen publik 

berimplikasi pada semua aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika dianggap sebagai aktivitas 

pegawai di organisasi swasta. Dari perspektif ini kegiatan yang dilakukan oleh ASN dapat dianalisis 

dari sudut pandang teori modal manusia atau human capital. Pendekatan komprehensif teori modal 

manusia berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mensyaratkan setiap 

orang harus meningkatkan produktivitas. Sudut pandang terbaru dari modal manusia berfokus 

pada keterampilan dan semua karakteristik individu sebagai aset bagi perusahaan yang akan 

meningkatkan produktivitas (Gennaioli et al., 2013; Nguyen, 2020). 

Berbagai teknik digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi dari pegawai 

negeri. Salah satu pendekatan tersebut adalah pengenalan pertukaran informasi. Bahwa jika 

seseorang memiliki lebih banyak keahlian dan dapat mengolahnya secara efektif, itu akan 

mempengaruhi hasil kinerja pegawai negeri dengan memperkenalkan berbagi informasi dengan 

pemerintah. Harapannya, output ASN akan meningkat. 

Selain itu, isu utama dalam pengembangan sistem administrasi publik adalah 

pembangunan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik. 

Dalam menjalankan tugas pelayanan, ASN tidak beroperasi dalam ruang hampa social (Muttaqin, 

dkk, 2022). Sebagai pejabat pemerintahan, ASN selain menjalankan tugas yang diperintahkan juga 

memelihara hubungan jangka panjangnya dengan kelompok sosial dimana institusi birokrasi 

berada. Penelitian Kurniawan (2021) telah menguraikan bagaimana situasi ASN di daerah afirmasi 

dari segi kesejahteraan. Akan tetapi penelitian tersebut masih memiliki celah untuk eksplorasi lebih 

jauh mengenai pembelajaran kebijakan atau policy learning yang dapat dijadikan sebagai parameter 

evaluatif untuk perencanaan kebijakan di masa mendatang.  

Berdasarkan regulasi yang ada saat ini, Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN 

menyebutkan bahwa perhatian pada daerah tertentu, dengan kekhasan yang melekat merupakan 

pedoman dalam pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Poin ini diperkuat Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 menjelaskan bahwa daerah afirmasi dengan kriteria 

resiko kerja rumit dan beban kerja yang lebih besar disesuaikan dengan insentif yang diterima oleh 

para ASN. Meski demikian, model kebijakan afirmasi yang selaras dengan Pasal 132 UU ASN belum 

memiliki rumusan memadai (Kurniawan, 2021).  

Lebih lanjut mengenai reformasi birokrasi, di negara lain seperti Inggris telah menerapkan 

perubahan pada sistem pemerintahannya yang dahulunya menganut sistem aristokrasi bergeser 

pada sistem kapitalistik dalam pelayanan publiknya (Kingsley, 1944). Perubahan serupa juga terjadi 

di Indonesia, dimana reformasi birokrasi merujuk pada diversitas masyarakat dengan berbagai latar 
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belakang demografis dan sosio kultural. Pada gilirannya, pemerintah kemudian merumuskan 

sistem kebijakan afirmasi guna menopang serapan sumber daya manusia di daerah-daerah dengan 

kriteria berkembang. Namun, keadilan dan kesejahteraan ASN di daerah tertentu tetap menjadi isu 

utama yang belum diselesaikan. Berbeda dengan penelitian Kurniawan (2021) yang mengungkap 

bagaimana kesejahteraan ASN di daerah afirmasi yang membutuhkan intervensi dari pemerintah 

pusat maupun daerah, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa situasi komprehensif ASN di 

daerah afirmasi dengan berpedoman pada policy learning. Dengan mengambil perspektif konseptual, 

policy learning memungkinkan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang 

(UU) No. 5/2014 tentang ASN telah dilaksanakan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan 

afirmasi bagi ASN di daerah-daerah tertentu. 

2. TINJAUAN PUSTAKA   

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah melakukan pemeriksaan terhadap UU No. 5/2014 tentang ASN. 

Oleh karena itu, untuk memetakan argumen penelitian ini penelusuran terhadap penelitian 

terdahulu menjadi hal utama untuk menemukan persamaan dan perbedaan baik muatan maupun 

tema dengan penelitian ini. Saputra (2022) dalam penelitiannya melakukan pemeriksaan terhadap 

UU No. 5/2014 untuk menguji nilai keadilan yang termuat di dalamnya. Penelitiannya fokus pada 

komparasi ASN dengan PPPK yang menunjukkan bahwa ada ketimpangan nilai diantara keduanya. 

UU ASN bertentangan dengan prinsip keterpaduan relasional antara pemerintah dengan pegawai 

PPPK. Temuannya ini didasarkan pada pegawai PPPK tidak memiliki jaminan perlindungan 

sebagaimana ASN. Dengan demikian, Saputra menganjurkan dilakukan perubahan terhadap UU 

No. 5/2014 dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan antara pegawai ASN dengan PPPK.  

Penelitian selanjutnya dilakukan Sudrajat & Sugiharti (2016) dengan mengambil fokus pada 

promosi jabatan. Dengan metode pendekatan yuridis normatif, Sudrajat & Sugiharti 

mengemukakan bahwa dalam konteks hukum, berbagai persyaratan prosedural sekadar “alat” 

untuk mencapai tujuan hukum. Pada sisi lain, esensi dari hukum memiliki korelasi dengan nilai 

keadilan. Dalam prinsip ini, promosi berorientasi pada keselarasan hak dan kewajiban. Implikasi 

penelitiannya adalah pentingnya melakukan kombinasi promosi jabatan dengan ukuran karier yang 

linear, sebagaimana sistem promosi negara asia seperti Singapura.  

Situmorang (2020) dalam tulisannya menganalisis dari perspektif implementatif reformasi 

birokrasi. Dimana poin tulisannya merujuk pada catatan historis sistem birokrasi Indonesia dari 

masa kolonial hingga menggunakan sistem Weberian. Diskursus tentang reformasi birokrasi 

menurut Situmorang tidak lepas dari pengaruh pemerintahan Thatcher dengan gagasan reformasi 

yang sekaligus menunjuk pemangkasan birokrasi di pemerintahan. UU ASN lahir tahun 2014 

sebenarnya telah memuat pentingnya semangat reformasi birokrasi. Hal ini dipertegas harapan 

presiden Jokowi melalui Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan pemangkasan rantai birokrasi. 

Lebih lanjut menurut Situmorang, pelaksanaan UU ASN secara teknis harus berpedoman pada 

kepastian pemenuhan hak normatif, tunjangan, jenjang karier, dan kepangkatan ASN.  

Uraian filosofis mengenai UU ini juga dilakukan Prasojo & Rudita (2014). Fokus penelitian 

mereka adalah pada pasal - pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN. Dalam dua pasal ini memuat 

kewajiban bagi ASN untuk mengundurkan diri ketika terlibat dalam politik praktis Pemilihan 

Umum. Pegawai ASN yang terlibat langsung dalam Pemilihan Umum, atau mencalonkan diri 

bersandar pada hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi. Selain itu, menurut Prasojo & 
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Rudita, kelahiran UU ini memberikan nuansa baru dalam sejarah ASN di Indonesia. bagaimana 

tidak, UU No. 5/2014 mengubah secara esensial manajemen ASN yang berbeda dengan UU No. 

8/1974 dan UU No. 43/1999 tentang pokok - pokok Kepegawaian.   

Sementara penelitian Kurniawan (2021) tertuju pada tawaran model untuk mengakselerasi 

ASN. Fokus penelitiannya adalah ASN yang berada di daerah 3T. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pemangku kebijakan memiliki dua alternatif untuk melakukan penyesuaian terhadap ASN 

di daerah 3T. Berangkat dari kajiannya, Kurniawan menawarkan model ideal dan moderat. Model 

ideal mengacu pada penyesuaian kontekstual yang berbasis pada kebutuhan pegawai ASN. 

Sementara model moderat mengacu pada kemampuan fiskal negara. Lebih lanjut Kurniawan 

menghimbau untuk dilakukan penggunaan model moderat karena menurutnya lebih realistis.  

Berdasarkan kajian pada penelitian terdahulu, studi tentang UU No. 5/2014 telah memicu 

para peneliti untuk terhubung dengan kajian baik yuridis empiris maupun secara empiris. 

Rangkaian pemeriksaan pada pasal, maupun rekomendasi untuk UU ini telah banyak dianalisis dan 

memberikan peta jalan untuk dilakukan penelitian dengan tema lainnya. Namun, penelitian dengan 

tema UU ini dengan mengambil sudut pandang policy learning belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Tema penelitian Kurniawan mungkin paling mendekati dengan kajian yang diambil penelitian ini. 

Namun, penguatan terhadap tawaran ini dapat dieksplorasi secara konseptual melalui kajian 

pembelajaran kebijakan. 

2.2. Kebijakan Afirmasi 

Afirmasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penegasan atau 

penguatan. Istilah ini mengartikan bahwa ada semacam kompensasi yang diberikan terhadap hal-

hal tertentu. lebih dari itu, istilah ini memiliki nilai substansial dalam muatan produk kebijakan atau 

regulasi untuk kesejahteraan ASN di daerah afirmasi.  

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 

kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengakomodasi kesempatan bagi berbagai kelompok 

masyarakat dengan latar belakang tertentu untuk berkontribusi dengan kelompok masyarakat 

lainnya secara adil. Saat ini dilakukan penyesuaian kebutuhan yang mengacu pada corak daerah 

yang masuk dalam kategori daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). 

2.3. Policy Learning 

Policy Learning merupakan manifestasi dari kecenderungan para aktor membuat kebijakan 

berdasarkan pengetahuan atas kebijakan dan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan berdasarkan 

keahlian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (Bakır, 2017; Muttaqin, 2022; Muttaqin & 

Harmawan, 2021). Studi pembelajaran kebijakan juga berkembang dalam beberapa sub-studi seperti 

difusi, pembelajaran individu dan kolektif, transfer, dan pembelajaran sosial untuk menggunakan 

pengetahuan (Dunlop & Radaelli, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pembelajaran kebijakan 

mencoba melihat beberapa aspek yang harus diperbaiki akibat paradoks antara muatan UU ASN 

dengan situasi terkini di daerah 3T.  

Pembelajaran kebijakan dibagi menjadi tiga level: level mikro, meso, dan makro (Moyson et 

al., 2017; ). Pada level mikro, aktor dan implementasi kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial. 

Pada level meso, pembelajaran kebijakan bertumpu pada peran sains dan pengetahuan. Setidaknya 

ada dua ilmu yang berkembang di sini, yaitu ilmu politik dan ilmu organisasi. Asumsi dasar ini 

menjelaskan bahwa kebijakan tidak lepas dari perdebatan kelompok kepentingan yang 

menempatkan isu-isu sosial dalam agenda kebijakan dan pelaku berada dalam lingkup organisasi. 
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Sedangkan pada level makro, mengutamakan pendekatan sistem dan lintasan kebijakan. 

Lintasan kebijakan ini tidak hanya diterapkan pada satu wilayah tertentu (Moyson et al., 2017). Di 

sisi lain, level makro dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan lintas batas antar 

pemerintah. Berdasarkan penelitian, pembelajaran kebijakan menjadi alat untuk merumuskan 

rekomendasi kebijakan praktis untuk perencanaan dan implementasi kebijakan afirmasi ASN di 

daerah 3T. 

Pembelajaran kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial atau lingkungan kebijakan 

(Moyson et al., 2017). Konsep ini sejalan dengan gagasan Grindle tentang peran vital lingkungan 

dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan (Nugroho, 2011). Lingkungan memiliki 

karakteristik yang dinamis dan kompleks, sehingga pembelajaran kebijakan diarahkan untuk 

menganalisis sikap pembuat kebijakan dalam merespon gejolak di masyarakat. Dengan banyaknya 

pengangguran akibat pandemi, pembuat kebijakan memperbarui gagasan dan praktik pariwisata. 

Kata kunci pembelajaran kebijakan pada level mikro adalah pembelajaran sosial dan kekuatan 

(Parsons, 2011). Keduanya mengacu pada peran kelompok masyarakat dalam kebijakan atau bahkan 

mungkin menentang kebijakan melalui jaringan advokasi. 

Pembelajaran kebijakan pada level mikro merupakan adaptasi dari konfigurasi sosial, 

setting entitas dimana pembuat kebijakan harus menyerap nilai-nilai kontekstual masyarakat 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Seperti ditunjukkan oleh empat studi, 

modal sosial merupakan kekuatan yang harus dipelajari dan dimasukkan ke dalam isu kebijakan. 

Sementara itu, pembelajaran kebijakan pada lapisan meso merupakan esensi dari kerangka 

pengetahuan organisasi, dan disposisinya mengacu pada aspek politik. Kedua kajian ini merupakan 

alat analisis atau bahan pembelajaran ilmiah bagi para pelaku kebijakan (Moyson et al., 2017). 

Lapisan meso memediasi persoalan sosial dan rekonstruksi sistem kebijakan, yang dalam tulisan ini 

berada di antara modal sosial dan rekonstruksi sistem kebijakan afirmasi yang seimbang dengan 

kebutuhan ASN di daerah 3T. Tingkat meso mengartikulasikan bahwa kelompok kepentingan 

mewadahi organisasi, baik di tingkat masyarakat; organisasi perusahaan; dan organisasi 

pemerintah, untuk menentukan agenda kebijakan. Pembelajaran kebijakan pada level makro 

merupakan bentuk pembelajaran pada level sistem (Moyson et al., 2017). Pembelajaran pada level 

ini cenderung mengadopsi konsep difusi dalam sosiologi (Rogers, 2003). 

3. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kajian normatif dengan membedah isi dari suatu 

kebijakan menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan datanya (Hamzah, 2019). 

Sehingga sumber data berasal dari referensi dari hasil kajian pustaka dan regulasi yang terkait 

dengan topik pembahasan pada artikel ini. Kemudian teknik analisis data merujuk pada model 

analisis data yang diutarakan oleh miles & Huberman (1992), yakni melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian, terbatasnya infrastruktur untuk pelayanan publik masih 

menjadi persoalan atau hambatan yang dihadapi ASN di daerah dengan kriteria 3T (Situmorang & 

Ayustia, 2019; Herlawan, 2022). infrastruktur ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur pembangunan ekonomi lainnya yang menjadi kebutuhan primer untuk 

mendukung terlaksananya kebijakan afirmasi (Toda & Eda, 2020). Selain itu, studi Kurniawan (2021) 



Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains                         

Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 213 - 222 

 

218 

menunjukkan bahwa kesejahteraan ASN di daerah 3T memiliki tantangan yang lebih sulit daripada 

ASN di daerah lain.  

4.1. Situasi Kesejahteraan ASN di Daerah - Daerah Afirmasi 

Aparatur sipil negara (ASN) dengan tanggung jawab pelayanan publik berhadapan dengan 

kondisi yang berbeda di masing-masing wilayah kerja (Muttaqin, dkk, 2020). Kondisi ASN di daerah 

afirmasi memiliki beban kerja dan tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan. Penelitian 

Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa ASN di daerah 3T umumnya terhambat oleh kondisi sarana 

dan prasarana mendasar yang mendukung kinerjanya. PKRA LAN (2018) mencatat, sebanyak 

34,57% ASN di daerah 3T belum memiliki kapasitas memadai untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hambatan ini terjadi karena beberapa faktor seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum 

seimbang dengan kebutuhan daerah. Data dari DTTP Bappenas (2020) misalnya, menunjukkan 

bahwa hanya 0,92 % ASN memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan 

fungsinya. Padahal sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan 

pembangunan daerah. Selain itu, catatan BKN (2020) menunjukkan bahwa jabatan fungsional non-

guru dan kesehatan baru mencapai 12% secara keseluruhan.  

Di luar itu, timpangnya pendapatan dan kompensasi ASN termasuk dalam persoalan ASN 

di daerah 3T. Berbagai cara dilakukan ASN untuk menghindar dari penempatan di daerah 3T, 

termasuk permohonan mutasi (Kurniawan, 2021). Hal ini karena Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah memuat 

tunjangan kinerja kepada ASN berpedoman pada kemampuan fiskal daerah.  

4.2. Analisis Pembelajaran Kebijakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN 

Pembelajaran kebijakan dibagi menjadi tiga level: level mikro, meso, dan makro (Moyson et 

al., 2017). Pada level mikro, aktor dan implementasi kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial. Isu-

isu sosial tidak dapat diabaikan dari penerapan UU No. 5/2014 tentang ASN. Pranata sosial yang 

dinamis selalu memengaruhi kinerja dan motivasi ASN. Terlebih apabila dilakukan pengkajian 

terhadap realitas yang dihadapi pegawai ASN di daerah 3T jauh lebih berat daripada pegawai ASN 

di wilayah lainnya. Kajian pada level meso ini dengan demikian berbeda dengan tawaran 

Kurniawan (2021) yang menganjurkan digunakannya model kebijakan yang moderat atau 

penyesuaian dengan kemampuan fiskal negara. Bagaimanapun, hal ini bertentangan dengan nilai 

keadilan yang dianut dan menjadi esensi UU ASN. 

Pada level meso, pembelajaran kebijakan bertumpu pada peran sains dan pengetahuan. 

Setidaknya ada dua ilmu yang berkembang di sini, yaitu ilmu politik dan ilmu organisasi. Asumsi 

dasar ini menjelaskan bahwa kebijakan tidak lepas dari perdebatan kelompok kepentingan yang 

menempatkan isu-isu sosial dalam agenda kebijakan dan pelaku berada dalam lingkup organisasi.  

Berkaitan dengan konteks penelitian ini, UU No. 5/2014 mesti didukung dengan 

penggunaan sains kebijakan publik yang menghasilkan berbagai produk kebijakan publik. Dengan 

demikian, UU ASN mestinya diikuti dengan perancangan produk kebijakan operasional bagi ASN 

di wilayah 3T. Kemudian dari segi ilmu organisasi publik menekankan pada manajemen sumber 

daya manusia ASN di daerah 3T. Data-data mengenai situasi ASN di daerah 3T yang 

memprihatinkan selama ini patut menjadi parameter untuk perancangan regulasi tertentu untuk 

membangun manajemen ASN yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam UU ASN. 
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Argumen ini diperkuat dengan level makro, yang mengutamakan pendekatan sistem dan 

lintasan kebijakan. Lintasan kebijakan ini tidak hanya diterapkan pada satu wilayah tertentu 

(Moyson et al., 2017). Di sisi lain, level makro dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan 

lintas batas antar pemerintah. Dalam bagian ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat penting 

untuk melakukan pengkajian ulang dan perencanaan inklusif untuk manajemen kebijakan ASN di 

daerah dengan kriteria 3T. 

Untuk pembahasan lebih jauh mengenai policy learning, Sabatier mengembangkan 

pembelajaran kebijakan berbasis Kerangka kerja koalisi advokasi atau ACF sebagai salah satu 

pendekatan kebijakan yang mencirikan pendekatan jaringan. Bagi Sabatier pendekatan jaringan 

inilah yang paling canggih untuk pembuatan kebijakan dan terkenal. Tidak hanya karena 

membedakan berbagai jenis aktor kolektif dalam suatu subsistem tetapi juga karena secara khusus 

membahas peran pembelajaran dalam perilaku jaringan. ACF menggabungkan peran pengetahuan 

dan kepentingan dalam proses kebijakan, karena aktor kebijakan terlihat berkumpul untuk alasan 

komitmen yang sama, seringkali berdasarkan pengetahuan bersama mereka tentang masalah publik 

dan kepentingan bersama mereka dalam mengejar solusi tertentu untuk itu (Weible & Nohrstedt, 

2012).  

Inti dari sistem kepercayaan koalisi, yang terdiri dari pandangan tentang sifat manusia dan 

keadaan akhir yang diinginkan, dikatakan cukup stabil dan berfungsi untuk menyatukan koalisi. 

Ini tidak berarti model jaringan tidak pernah berubah. Melainkan bahwa perubahan cenderung 

terjadi melalui beberapa proses yang berbeda. Oleh karena itu, Sabatier menjelaskan bahwa untuk 

dapat menggenggam policy learning, perlu dilakukan pembelajaran endogen atau adaptasi pada 

praktik dan pengetahuan yang berubah. Artinya, UU ASN memerlukan dukungan yang 

berpedoman pada aspek empiris; yang di dalamnya situasi SDM aparatur sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk mengevaluasi implementasinya saat ini. Pada gilirannya, aspek empiris ini 

berguna untuk pengembangan teoretis agenda kebijakan di masa mendatang.  

Peneliti lain pembelajaran kebijakan juga mengatakan bahwa ada tiga jenis pembelajaran 

kognitif/teknis, sosial/politik, dan kelembagaan (Hall, 1993; Koppenjan & Klijn, 2004). Kognisi atau 

teknis pembelajaran merupakan instrumen belajar tentang sifat masalah, asumsi tentang hubungan 

kausal terlibat dan pro dan kontra dari tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Pembelajaran sosial atau politik menyiratkan bahwa aktor dalam jaringan belajar tentang bagaimana 

beroperasi dalam pengaturan jaringan dan menerapkan strategi yang ditujukan untuk kolaborasi 

dan negosiasi (Keast et al., 2014; Knoepfel & Kissling-Näf, 1998; Rhodes, 1996). Akhirnya, 

pembelajaran institusional adalah tentang pengembangan pengaturan, prosedur, aturan, norma, 

nilai, dan kepercayaan bersama dan bertahan lama yang mengurangi risiko dan biaya interaksi dan 

mendukung negosiasi dan kolaborasi (Goodin, 1996; March & Olsen, 1983; Ostrom, 1990; 

Williamson, 1996). 

Secara umum, jenis pembelajaran yang terjadi dalam pembuatan kebijakan tergantung pada 

perilaku para aktor dalam jaringan kebijakan. Jenis ini sering, tetapi tidak selalu bertepatan dengan 

bagaimana pembelajaran berlangsung (formal vs informal), tingkat pembelajaran (individu, koalisi, 

subsistem) dan tingkat pembelajaran (instrumental vs inti dalam) (Bennett & Howlett, 1992; Hall, 

1993; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). 

Individu-individu yang berperan sebagai penghubung instrumental, atau berfungsi sebagai 

perantara antara berbagai kelompok atau koalisi merupakan aktor paling berpengaruh dalam sudut 
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pandang jaringan. Artinya, seperti yang disadari oleh Sabatier dan rekan-rekannya, ada kebutuhan 

untuk memperhitungkan interaksi lintas-koalisi dan koalisi-lingkungan yang dapat mengarah pada 

pembelajaran dan saran mereka bahwa aktor kebijakan adalah pemain kunci dan keterkaitannya 

sesuai dengan pemikiran jaringan tentang aktor. Sebagaimana Heclo (1978) yang mengemukakan 

bahwa aktor kebijakan merupakan perantara berbagai kelompok dengan akses informasi, ide, dan 

posisi. Meskipun belum ada uraian eksplisit mengenai aktor perantara ini, dua diantaranya adalah 

akademisi dan peneliti (Ingold, 2011; Weible, Sabatier, & McQueen, 2009 ; Mintrom & Vergari, 1996). 

5. KESIMPULAN  

Merujuk pada pembahasan studi ini, terdapat dinamika dalam agenda perbaikan 

kesejahteraan ASN khususnya di daerah 3T. Studi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sebagai 

salah satu instrumen peningkatan kinerja pegawai tidak dapat diterapkan sama (seragam) bagi 

pegawai ASN yang bekerja di daerah 3T. Diperlukan kebijakan yang afirmatif dalam pemberian 

kesejahteraan bagi ASN di daerah 3T dalam mendukung agenda peningkatan pelayanan publik di 

tengah keterbatasan. 

Pembelajaran kebijakan dibagi menjadi tiga level: level mikro, meso, dan makro. Pada level 

mikro, aktor dan implementasi kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial. Isu-isu sosial tidak dapat 

diabaikan dari penerapan UU No. 5/2014 tentang ASN. Pranata sosial yang dinamis selalu 

memengaruhi kinerja dan motivasi ASN. Terlebih apabila dilakukan pengkajian terhadap realitas 

yang dihadapi pegawai ASN di daerah 3T jauh lebih berat daripada pegawai ASN di wilayah 

lainnya.  

Pada level meso, pembelajaran kebijakan bertumpu pada peran sains dan pengetahuan. 

Setidaknya ada dua ilmu yang berkembang di sini, yaitu ilmu politik dan ilmu organisasi. UU ASN 

mestinya diikuti dengan perancangan produk kebijakan operasional bagi ASN di wilayah 3T. 

Kemudian dari segi ilmu organisasi publik menekankan pada manajemen sumber daya manusia 

ASN di daerah 3T. Data-data mengenai situasi ASN di daerah 3T yang memprihatinkan selama ini 

patut menjadi parameter untuk perancangan regulasi tertentu untuk membangun manajemen ASN 

yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam UU ASN. 

Argumen ini diperkuat dengan level makro, yang mengutamakan pendekatan sistem dan 

lintasan kebijakan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat penting untuk melakukan pengkajian 

ulang dan perencanaan inklusif untuk manajemen kebijakan ASN di daerah dengan kriteria 3T.  
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